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Abstract 
The objectives of this study are: 1) to find out analyze the regional financial performance 
based on growth rate of Sigi Regency; 2) to find out and analyze regional financial performance 
based on effectiveness and Efficiency ratio of regional revenue of Sigi Regency; 3) to find out and 
analyze regional financial performance based on financial independency ratio of Sigi Regency; 4) 
to find and analyze the level of fiscal independency and regional autonomy level of Sigi Regency. 
The result shows that the regional growth rate ratio ini 2010 was Rp. 473.772.844.736 and in 2014 
reached Rp. 761.741.007.226. the growth of rate regional expenditure ratio in 2010 was Rp. 
463.412.362.554 and in 2014 was Rp. 747.623.458.900. effectiveness ratio in five years has show a 
high effectiveness and Efficiency ratio in three years highly Efficiency. Activity ratio was more 
fluctuated 73% and 77% in 2010 and 2014 respectively. Indendency ratio has shown instructive 
level or less independent with independency level of 2-3%. 
Keyword: Effecitiveness and Efficiency Ratio, Activity, Independency Ratio 
 
Undang-undang No 32 Tahun 2005 
mengamanatkan bahwa tujuan pelaksanaan 
otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 
kemandirian dan mengurangi ketergantungan 
fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah 
pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua 
aspek kinerja keuangan yang dituntut agar 
lebih baik dibandingkan sebelum otonomi 
daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah 
diberi kewenangan mengurus pembiayaan 
daerah dengan kekuatan utama pada 
kemampuan Pendapatan Asli Daerah 
(Desentralisasi Fiskal).  
Aspek kedua yaitu di sisi manajemen 
pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan 
keuangan daerah harus lebih akuntabel 
dantransparan tentunya menuntut daerah agar 
lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran 
daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut 
sebagai reformasi pembiayaan atau Financing 
Reform. Maka untuk mencapai pembangunan 
suatu negara diperlukan adanya pembiayaan 
dengan sistem pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan, dan 
efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) yang disusun setiap Tahun oleh 
pemerintah daerah beserta satuan kerjanya 
guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga 
penting bagi pemerintah daerah untuk 
menaruh perhatian yang lebih besar terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan daerah. 
Kabupaten Sigi adalah kabupaten yang 
dimekarkan tanggal 21 juli tahun 2008di 
sahkan dengan undang-undang nomor 27  
Tahun 2008 dari pemekaran sebagian 
wilayahnya adalah Kabupaten Donggala dan 
Kota Palu. Setelah dimekarkan Kabupaten Sigi 
telah diberi hak otonomi dan kewenangan 
untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah 
satunya mengkaji dan menghitung penghasilan 
pendapatan asli daerah yang diterima dari 
daerah tersebut, hasil dari potensi sumber daya 
alam dan kondisi masyarakat yang berada pada 
daerah tersebut. 
Perkembangan pendapatan daerah 
Kabupaten Sigi dapat dijadikan sebagai tolak 
ukur tingkat kemandirian daerah meskipun 
pada dasarnya belum dapat mendiri secara 
keseluruhan sebab daerah ini merupakan 
daerah yang sangat baru dibandingkan daerah 
yang telah otonomi sebelumnya tetapi 
perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah membawa dampak positif 
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bagi daerah Kabuapetn Sigi tersebut. 
Rendahnya mengelola kemampuan sumber 
daya manusia menjadi kendala pula untuk 
kabupaten karena akan memiliki 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat, 
sehingga pemerintah pusat memberikan 
keahlian pada suatu daerah seperti cara 
mengelola sumber daya alam dan sumber daya 
manusia dengan baik agar kiranya dapat 
dihasilkan pendapatan asli daerah yang lebih 
besar dibandingkan dana alokasi umum yang 
diterima secara umumnya. 
Penerapan otonomi daerah dan 
kemandirian fiskal tujuan utama adalah 
pemerintah  daerah harus bisa menjalankan 
rumah tangganya sendiri atau mandiri karena 
pemerintah daerah dituntut untuk selalu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi 
masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang 
baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi 
dan efektivitas di berbagai sektor. 
Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi 
semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi  
peningkatan pertumbuhan ekonomi. dengan 
diberlakukannya otonomi daerah dan 
desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat 
mengatasi ketergantungan terhadap 
pemerintah pusat dalam hak ketergantungan 
fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan 




Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan antara varibel yang satu 
dengan yang lain. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuncoro 
(2009:145) data kuantitatif adalah data yang 
diukur dalam suatu skala numerik atau angka-
angka. 
Metode analisis data merupakan metode 
yang penting dalam metode ilmiah karena 
dengan analisis, data diberi arti dan makna 
yang bergunadalam memecahkan masalah 
penelitian. Metode analisis data yang 
dalampenelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif atau menggunakan rumus pada 
umumnya. Berikut analisis data yang 
digunakan: 
 
1. Analisis Trend 
Tunggal (2000) menyatakan bahwa 
persentase trend digunakan apabila ingin 
melihat perkembangan suatu perusahaan. 
Dalam menghitung persentase digunakan salah 
satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu 
tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data 
dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka 
seratus, yang artinya 100% dan data sejenis 
dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam 
angka persentase dari  data tahun dasar. 
 
2. Analisis Pertumbuhan 
Menurut Weston (2001:237) Rasio 
pertumbuhan (growth ratio) mengukur 
kemampuan daerah  untuk mempertahankan 
posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan 
perekonomian dan dalam pengelolaan 
keuangan daerah”.Berikut rumus Persentase 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu 
sebagai berikut: 
1. Persentase Pertumbuhan PAD 
𝑷𝒆𝒓𝒕  𝑷𝑨𝑫 =
PAD tahun p− PAD tahun p− 1 
PAD tahun p − 1
𝑥 100% 
 
2. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan  
𝑷𝒆𝒓𝒕 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅 =
Pend tahun p− Pend tahun p− 1 
Pend tahun p− 1
𝑥 100% 
 
3. Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi 
Daerah 
𝑩𝒆𝒍 𝑶𝒑𝒆𝒓 =
Bel Operasi tahun p − Bel Operasi tahun p − 1 
Bel Operasi tahun p − 1
𝑥 100% 
 
4. Persentase Pertumbuhan Belanja Modal 
 
𝑩𝒆𝒍 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 =
Bel Modal tahun p− Bel Modal tahun p− 1 
Bel Modal tahun p− 1
𝑥 100% 
3. Analisis Efektivitas dan Efisiensi 
Rasio Efektivitas menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerah yang 





direncanakan dibandingkan dengan target yang 
telah ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah.Semakin tinggi rasio efektivitas, maka 
semakin baik kinerja pemerintah daerah. 






    
𝑬𝒇𝒆𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =




Adapun makna hasil dari rumus di atas 
dapat dilihat sebagai berikut: 
 







100% Keatas Sangat efektif 100% Keatas Tidak efisien 
90% - 100% Efektif 90% - 100% Kurang 
efisien 
80% - 90% Cukup efektif 80% - 90% Cukup efisien 
60% - 80% Kurang efektif 60% - 80% Efisien 
Di bawah 
dari 60% 




Sumber : M. Nazir  (2003;63) 
 
4. Rasio Aktivitas 
Menurut Nanik (2007 : 6) Rasio ini 
menggambarkan bagaimana pemerintah 
daerah dalam memprioritaskan alokasi 
dananya pada belanja rutin/Operasi dan 
belanja pembangunan/Modal secara optimal. 
Semakin tinggi persentase dana yang 
dialokasikan untuk belanja rutin/Operasi 
berarti persentase belanja investasi (belanja 
pembangunan/Modal) yang digunakan untuk 
menyediakan sarana dan prasarana ekonomi 
masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio 
aktifitas dapat diformulasikan sebagai berikut: 
 
𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 =




𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑩𝒆𝒍𝒂𝒏𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 =




Belanja operasi adalah belanja yang 
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, 
belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan 
belanja bantuan keuangan, sedangkan belanja 
modal  adalah belanja dimana belanja tersebut 
terdiri dari belanja tanah, peralatan mesin, 
bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, 
dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. 
Belum ada tolak ukur yang pasti berapa 
besarnya rasio belanja operasi maupun 
pembangunan terhadap APBD yang ideal, 
karena sangat dipengaruhi oleh dimanisasi 
kegiatan pembangunan dan besarnya 
kebutuhan investasi yang diperluakan untuk 
mencapai pertumbuhan ditargetkan. Namun 
demikian, sebagai daerah di Negara 
berkembang, peranan pemerintah daerah untuk 
memacu pelaksanaan pembangunan masi 
relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja 
pembangunan yang relatif masi kecil perlu 
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan di daerah. 
 
5. Analisis Kemandirian 
Rasio kemandirian keuangan daerah 
(selanjutnya disebut “Rasio KKD”) 
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar 
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
yang diperlukan daerah, yang dapat 







    
Berdasarkan formula di atas dapat 
diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan 
sejauh mana ketergantungan daerah terhadap 
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini 
berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap 
bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah 
pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian 
pula sebaliknya. Rasio ini juga 
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi 
rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak dan 
retribusi daerah yang merupakan komponen 
dari PAD. 
Pola hubungan pemerintah pusat dan 
daerah serta tingkat kemandirian dan 
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kemampuan keuangan daerah dapat disajikan 
dalam matriks seperti tampak pada Tabel 3.2 
berikut ini.  
 
Tabel 2. Pola Hubungan, Tingkat 









Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif 
Rendah >25 – 50 Konsultatif 
Sedang >50 – 75 Partisipatif 
Tinggi >75 – 100 Delegatif 
Sumber : Halim, 2001 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Hasil 
1. Trend Pertumbuhan Total Pendapatan 
Daerah KabupatenSigi 
Trend pertumbuhan pendapatan daerah 
adalah suatu persentase yang digunakan untuk 
melihat perkembangan aktivitas yang 
dilakukan suatu daerah salah satunya 
Kabupaten Sigi, semakin tinggi persentase 
yang diperoleh pada laporan keuangan tersebut 
maka semakin baik aktivitas yang dilakukan 
suatu daerah. Pendapatan daerah pada 
Kabupaten Sigi merupakan salah satu 
penerimaan yang membantu pemerintah dalam 
membiayai kegiatan/belanja daerah. 
Pendapatan daerah terdiri dari 3 jenis 
pendapatan, ada pendapatan yang diperoleh 
dari hasil aktivitas suatu daerah dan adapula 
pendapatan yang diperoleh dari pemerintah 
pusat serta bantuan hibah yang diterimanya.  
Pendapatan yang berasal dari daerah 
Kabupaten Sigi berdasarkan sumber daya alam 
disebut Pendapatan Asli Daerah sedangkan 
pendapatan dari pemerintah pusat disebut 
Pendapatan Transfer dan pendapatan dari dana 
hibah lain disebut pendapatan lain-lain yang 
sah. Berikut perkembangan pendapatan daerah 
Kabupaten Sigi selama lima tahun yaitu 
sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Pertumbuhan Total Pendapatan 
Daerah Kabupaten SigiTahun 2010 s/d 2014 
 
Gambar 1 adalah gambar diagram 
tentang pertumbuhan pendapatan pada 
Kabupaten Sigi, gambar di atas menunjukkan 
bahwa pertumbuhan penerimaan pendapatan 
selama 5 tahun memberikan sumbangsih 
peningkatan yang positif tiap tahunnya, hal ini 
disebabkan pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah cukup baik dan meningkat, dana 
transfer dari pemerintah pusat serta 
pendapatan lain yang sah juga mengalami 
peningkatan, olehnya berdampak terhadap 
total pendapatan Kabupaten Sigi. Berikut 
uraian peningkatan pendapataan asli daerah, 
dana transfer pemerintah pusat, dan dana 
pendapatan lain yang sah. 
 
2. Trend Pertumbuhan Total Belanja 
Daerah Kabupaten Sigi 
Trend pertumbuhan belanja daerah 
adalah suatu persentase yang digunakan untuk 
melihat perkembangan aktivitas/ pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah 
salah satunya Kabupaten Sigi. Pengukuran 
pertumbuhan belanja tersebut semakin baik 
atau tepat sasaran kegiatan yang dilaksanakan 
maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. 
Dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten 
Sigi jenis belanja daerah terbagi atas tiga 
bagian yaitu belanja operasi, belanja modal 
dan belanja tak terduga. Berikut gambar 
pertumbuhan total belanja daerah Kabupaten 
Sigi selama lima tahun terakhir. 

















Gambar 2. Pertumbuhan Total Belanja 
Daerah Kabupaten SigiTahun 2010 s/d 2014 
 
Pertumbuhan realisasi belanja daerah 
selama lima tahun meningkat secara signifikan 
seperti yang terlihat pada gambar di atas. 
Meningkatnya pertumbuhan belanja daerah 
Kabupaten Sigi tersebut disebabkan adanya 
peningkatan belanja operasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah untuk membiayai 
aktivitasnya salah satunya adalah belanja 
pegawai dan belanja honor seperti pelaksanaan 
kegiatan lainnya,selain belanja operasi, belanja 
modaljuga meningkat  adanya beberapa 
perlengkapan yang dibeli guna melaksanakan 
aktivitas daerah.  
Kebijakan umum belanja daerah 
Pemerintah Kabupaten Sigi diarahkan pada 
pencapaian sasaran pokok terselenggaranya 
kegiatan urusan pemerintahan, pelayanan 
umum, terpeliharanya berbagai aset kekayaan 
daerah dan hasil-hasil pembangunan, serta 
terlaksananya berbagai kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Sigi berdasarkan skala prioritas 
yang ditetapkan. Selain itu, belanja daerah 
juga ditujukan pada upaya menunjang 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 
pembangunan, mendorong berkembangnya 
kegiatan ekonomi masyarakat, dan 
peningkatan pelayanan umum dengan titik 
berat pada pengembangan sarana prasarana 
ekonomi, penyediaan fasilitas pelayanan dasar, 
serta pengembangan sumber daya manusia. 
Dalam mewujudkan hal tersebut kebijakan 
belanja daerah difokuskan pada pelaksanaan: 
1. Program/kegiatan yang berkaitan dengan 
penanggulangan kemiskinan; 
2. Program/kegiatan peningkatan aksesibiltas 
dan kualitas pendidikan dan kesehatan; 
3. Program/kegiatan peningkatan kesempatan 
kerja, investasi dan ekspor; 
4. Program / kegiatan pembangunan 
infrastruktur; 




1. Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio 
Pertumbuhan Pendapatan  Kabupaten 
Sigi 
Rasio pertumbuhan (growth ratio) 
mengukur seberapa besar kemampuan 
pemerintah daerah KabupatenSigi dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
keberhasilannya yang telah dicapai dari 
periode ke periode berikutnya. Dengan 
diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen sumber pendapatan dan 
pengeluaran, dapat digunakan untuk 
mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 
mendapat perhatian pada Kabupaten tersebut. 
Berikut rasio pertumbuhan KabupatenSigi 
selama lima tahun yaitu tahun 2010 s/d 2014 
yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah 










2009 2973675644 0 246.320.960.280 
0 
2010 10.067.260.077 0,70 473.772.844.736 0,48 
2011 10.259.652.914 0,02 578.298.752.145 0,22 
2012 11.582.482.885 0,13 581.268.776.890 0,01 
2013 13.796.501.660 0,19 667.656.525.514 0,15 
2014 23.589.608.190 0,71 761.741.007.226 0,14 
Total 69.295.505.726 1,75 3.062.737.906.511 1,00 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014 (Data 
Diolah). 
 
Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan 
pendapatan asli daerah dan total pendapatan 
selama lima tahun. Pertumbuhan Pendapatan 
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Asli Daerah jika di lihat dari persentase 
perhitungan memperlihatkanPendapatan Asli 
Daerah yang meningkat cukup signifikan 
hingga pada tahun 2014 perkembangan 
pertumbuhan cukup besar sebesar 71%, hal ini 
dibuktikan pemerintah daerah yaitu mampu 
menggali potensi pendapatan mereka seperti 
pajak dan retribusi daerah, berdasarkan hasil 
laporan keuangan daerah Kabupaten Sigi pada 
pendapatan Pajak menunjukkan tahun 2010 
besarnya penerimaan pajak hanya sebesar 
Rp.1.451.660.005,- dan tahun 2014 meningkat 
sebesar Rp.7.708.524.860.-. dimana aktivitas 
tersebut menggambarkan bahwa potensi 
pemungutan pajak juga cukup besar. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul 
Halim (2007;121) bahwa keberhasilan dan 
tingkat capaian perkembangan kegiatan 
dipemerintah daerah dapat dilihat dengan 
mengukur kontribusi masing-masing 
pendapatan sebagai sumbangsih kinerja nyata 
pemerintah.  Besarnya potensi pajak dan 
dikelolah Kabupaten Sigi yaitu pada sektor 
pajak hiburan, Pajak restoran, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan jalan, Pajak Galian C, 
BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan). 
Total pendapatan daerah Kabupaten Sigi 
menunjukkan analisis rasio perkembangan 
setiap tahun menurun, rasio pertumbuhan 
memperlihatkan perkembangan yang tidak 
merata Hal ini sejalan dengan pendapat 
Mardiasmo dkk (Simanjuntak:2006) bahwa 
pemerintah daerah disisi penerimaan, 
kemampuan pemerintah dalam meningkatkan 
penerimaan daerahnya berkesinambunagan 
masih lemah untuk menghasilkan prediksi/ 
perkiraan penerimaan daerah yang sangat 
akurat sehingga belum dapat dipungut secara 
optimal. Penerimaan pendapatan daerah 
Kabupaten Sigi pada dasarnya lebih 
dipengaruhi oleh pendapatan dana transfer dari 
pemerintah pusat seperti dana perimbangan, 
namun demikian pemerintah Kabupaten Sigi 
berusaha melakukan kebijakan pengelolaan 
keuangan dan sumber-sumber pendapatan 
daerahnya sesuai peraturan daerah berdasarkan 
undang-undang yang berlaku. 
Berdasarkan hasil uraian tentang 
pendapatan daerah, adapun pertumbuhan 
belanja daerah pada KabupatenSigi selama 
lima tahun yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Belanja 
Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Sigi  
Tahun 2010 s/d 2014 







2009 204.177.799.343 0 26.842.949.024 0 
2010 346.778.675.530 0,41 116.633.687.024 0,77 
2011 409.023.769.749 0,18 135.807.053.421 0,164 
2012 476.898.961.239 0,17 127.794.380.043 -0,059 
2013 522.942.339.178 0,10 137.095.235.311 0,073 
2014 587.893.274.774 0,12 158.151.564.126 0,154 
Total 2.343.537.020.470 0,977 675.481.919.925 1,102 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 
rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja 
modal selama lima tahun menunjukkan 
pertumbuhan yang cukup signifikan. Untuk 
belanja langsung realisasi pada laporan kinerja 
keuangan menunjukkan peningkatan yang 
cukup signifikan. Tingginya belanja langsung 
disebabkan karena tingginya belanja pegawai 
dan belanja honor yang dilaksanakan pada 
pegawai Kabupaten Sigi. Belanja pegawai 
sendiri merupakan belanja yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebab 
belanja tersebut meliputi pembayaran gaji 
pegawai setiap bulannya.  
Belanja pegawai ini di biayai oleh dana 
alokasi umum atau bantuan dana dari 
pemerintah pusat yang di anggarkan setiap 
tahunnya. Kemudian belanja honor adalah 
belanja untuk pelaksanaan kegiatan berupa 
pelatihan, Bimbingan Tekhnis Kegiatan 
(BIMTEK), dan seminar lainnya untuk 
meningkatkan sumber daya manusia 
pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Tingginya 
biaya belanja yang dilakukan setiap tahunnya 
bukan berarti pemerintah dapat dikatakan baik, 
pemerintah dikatakan baik jika daya serap 
anggaran atau manfaat/Outcomes bermanfaat 





bagi suatu daerah dan berdampak pada 
masyarakat langsung.  
Berpedoman pada prinsip-prinsip 
penganggaran, belanja daerah disusun melalui 
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi 
pada pencapaian hasil dari input yang 
direncanakan dengan memperhatikan prestasi 
kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan 
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan 
anggaran, serta menjamin efektivitas dan 
efisiensi penggunaan anggaran ke dalam 
program dan kegiatan, dan menurut Mahmudi 
(2010) bahwa analisis pertumbuhan belanja 
daerah berguna untuk mengetahui 
pertumbuhan belanja dari tahun ketahun diman 
belanja tersebut biasanya cendurung untuk 
naik dan kenaikan tersebut terjadi karena 
adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan 
cakupan pelayanan dan penyesuaian makro 
ekonomi dan kenaikan belanja tersebut terjadi 
apakah karna kenaikan internal yang relatif 
terencana dan terkendali atau apakah faktor 
eksternal yang diluar kendali pemerintah 
daerah. 
 
2. Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio 
Efektivitas dan Efisiensi Kabupaten Sigi 
Rasio Efektivitas menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 
Semakin tinggi rasio efektivitas, 
menggambarkan kemampuan daerah yang 
semakin baik. Berikut uraian kinerja keuangan 
printah daerah Kabupaten Sigi di tinjau dari 










Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Sigi  Tahun 
2010 s/d 2014 





2010  8.021.741.996  10.067.260.077 125% 
Sangat 
Efektif 
2011 7.350.462.235  10.259.652.914 140% 
Sangat 
Efektif 
2012 11.444.098.005  11.582.482.885 101% 
Sangat 
Efektif 
2013 14.801.879.767  13.796.501.660 93% Efektif 
2014 24.894.901.154  23.589.608.190 95% Efektif 
Total 66.513.083.157  69.295.505.726 104% 
Sangat 
Efektif 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Tabel di atas adalah hasil perhitungan 
rasio efektivitas terhadap pendapatan asli 
daerah Kabupaten Sigi selama 5 (lima). Tabel 
di atas memiliki keterkaitan pada tabel 
sebelumnya yaitu tabel di atas, dimana untuk 
memperoleh persentase hasil dari 
perbandingan antara realisasi dibagi dengan 
target pendapatan asli daerah. Rasio efektivitas 
pendapatan asli daerah Kabupaten Sigi 
menunjukkan penerimaan yang sangat efektif, 
hal ini membawa dampak positif bagi 
pemerintah daerah setempat sebab target 
penetuan penerimaan pendapatan jauh lebih 
besar terealisasi, olehnya menunjukkan kinerja 
yang baik bagi pegawai dan pemerintah 
setempat. Tingginya realisasi penerimaan 
pendapatan asli daerah disebabkan beberapa 
potensi pendapatan pajak yang diterima 
pemerintah daerah cukup besar salah satunya 
rumah makan atau restoran yang dibuka di 
Kabupaten Sigi dengan menggunakan konsep 
perkampungan atau tradisional, sehingga 
banyak masyarakat-masyarakat dari luar 
Kabupaten Sigi tertarik untuk mencicipi dan 
menikmati wisata alam serta kuliner, olehnya 
banyaknya pengunjung yang datang dapat 
mempenagruhi pertumbuhan penerimaan pajak 
daerah.  
Berdasarkan uraian efektivitas di atas 
maka dapat dihitung rasio efisiensi melalui 
biaya pemungutan pendapatan asli daerah dan 
insentif yang dikeluarkan. Adapun standar 
besarnya biaya pungut pendapatan daerah 
yang dikeluarkan maksimal sebesar 5% 
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merujuk pada ketentuan Undang-undang 
Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian 
Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah. Berikut rasio 
efisiensi dari penerimaan pendapatan asli 
daerah yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 6. Rasio Efisiensi Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Sigi  Tahun 








2012 11.582.482.885 314.988.586 3% 
Sangat 
Efisien 
2013 13.796.501.660 347.187.128 3% 
Sangat 
Efisien 
2014 23.589.608.190 548.360.274 2% 
Sangat 
Efisien 
Total 48.968.592.735 1.210.535.988 8% 
Sangat 
Efisien 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 
menunjukkan biaya pemungutan pendapatan 
asli daerah baik yang bersumber dari pajak, 
retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah, 
dari tabel di atas besarnya persentase insentif 
dan biaya pemungutan PAD yang dikeluarkan 
hanya 3% dan tahun 2014 terjadi penurunan 
sebesar 2%. 
 
3. Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio 
Aktivitas Kabupaten Sigi 
Menurut Nanik (2007 : 6) Rasio ini 
menggambarkan bagaimana pemerintah 
daerah dalam memprioritaskan alokasi 
dananya pada belanja operasi dan belanja 
modal secara optimal. Semakin tinggi 
persentase dana yang dialokasikan untuk 
belanja operasi berarti persentase belanja 
modal yang digunakan untuk menyediakan 
sarana dan prasarana ekonomi masyarakat 
cenderung semakin kecil. Berikut perhitungan 
rasio aktivitas dari sektor belanja langsung 




Tabel 7. Rasio Aktivitas  Belanja Operasi 
Kabupaten Sigi  Tahun 2010 s/d 2014 
Tahun Belanja Operasi Total APBD Persentase 
2010 346.778.675.530  473.772.844.736  73% 
2011 409.023.769.749  578.298.752.145  71% 
2012 476.898.961.239  581.268.776.890  82% 
2013 522.942.339.178  667.656.525.514  78% 
2014 587.893.274.774  761.741.007.226  77% 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Tabel di atas adalah hasil perhitungan 
rasio aktivitas belanja Operasi terhadap total 
pendapatan daerah. Tabel di atas menunjukkan 
persentase rasio aktivitas berfluktuasi. 
Fluktuasi yang dimaksudkan bukan karena 
belanja Operasi dapat dikurangi tetapi 
perkembangan belanja Operasinya dapat 
diimbangi dengan pendapatan daerah, salah 
satunya adalah pendapatan asli daerah dan 
pendapatan dana transfer dari pusat yang di 
terima oleh Kabupaten Sigi.  
Besarnya belanja Operasi yang terjadi 
setiap tahunnya disebabkan karena besarnya 
belanja pegawai atau aparatur daerah dan 
publik yang terjadi atau belanja untuk gaji 
pegawai setiap bulannya, olehnya hal tersebut 
untuk Kabupaten Sigi dapat mengurangi 
perekrutan jumlah pegawai atau merekrut 
pegawai sesuai dengan jumlah beban kerja di 
setiap satuan kerja perangkat daerah agar dapat 
menghemat belanja dari sektor belanja operasi. 
Selain itu belanja barang juga sangat 
berpengaruh terhadap belanja Operasinya. 
belanja barang ini adalah belanja alat tulis 
kantor yang digunakan pemerintah dalam 
melaksanakan aktivitasnya, olehnya selain 
belanja pegawai belanja barang juga 
hendaknya mesti dikurangi dan sesuai dengan 
kebutuhan satuan perangkat daerah saja. 
Adapun rasio aktivitas dari sektor belanja tidak 













Tabel 8. Rasio Aktivitas  Belanja Modal 
Kabupaten Sigi  Tahun 2010 s/d 2014 
Tahun Belanja Modal Total APBD Persentase 
2010 116.633.687.024  473.772.844.736  25% 
2011 135.807.053.421  578.298.752.145  23% 
2012 127.794.380.043  581.268.776.890  22% 
2013 137.095.235.311  667.656.525.514  21% 
2014 158.151.564.126  761.741.007.226  21% 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Tabel di atas rasio aktivitas pemerintah 
daerah KabupatenSigi terhadap belanja modal. 
Belanja modal adalah belanja untuk 
membiayai aktivitas pemerintah daerah dari 
sektor sarana dan prasarana daerah. Belanja 
modal dapat berupa sejenis pembangunan dan 
belanja modal seperti kendaraan atau aset 
daerah. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan 
bahwa rasio aktivitas terhadap belanja modal 
yang dilakukan menunjukkan cenderung 
menurun, secara tidak langsung jika 
diperhatikan anggaran belanja pembangunan 
cenderung meningkat tetapi tidak diimbangi 
dengan pendapatan daerah olehnya persentase 
yang ditunjukkan mengalami penurunan. 
Belanja pembangunan saat ini yang 
terealisasi sebagian dari pendapatan daerah 
sendiri dan sebagian lagi di dapatkan dari 
pemerintah pusat. Salah satu bantuan yang di 
dapatkan beberapa tahun lalu adalah 
pembangunan kantor bupati yang baru yang di 
didirikan di desa Bora, dimana pembangunan 
tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar 
sebab bupati memberikan arahan kepada setiap 
SKPD bahwa semua kantor terpusat di Desa 
Bora tresebut, olehnya tahun 2015 belanja 
pembangunan adalah belanja yang terbesar 
yang pernah dilakukan di Kabupaten Sigi.  
Pengeluaran belanja Modal akan 
memberi manfaat dalam jangka menengah dan 
jangkah panjang, belanja Modal juga akan 
mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu 
menambah jumlah asset daerah, dan 
pemerintah daerah dengan pendapatan daerah 
yang rendah memiliki porsi jumlah belanja 
modal yang tinggi (Mahmudi;2010), hal ini 
yang tergambar dan dikeloloh pemerintah 
Kabupaten Sigi selama lima tahun 
tersebut,dimana upaya tersebut dilakukan 
dengan mengelolah belanja modalnya sebagai 
bagian dari investasi modal jangka panjang. 
Lebih lanjut Mahmudi mengatakan bahwa 
analisis rasio ini memperlihatkan hasil 
persentase nilai antara 5-20%, nilai tersebut 
sama dengan yang diperoleh pada studi yang 
dilakukan di Kabupaten Sigi. 
 
4. Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Rasio 
Kemandirian Kabupaten Sigi 
Rasio kemandirian menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumber dana 
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 
mengandung arti bahwa tingkat 
ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak 
eksternal (terutama pemerintah pusat dan 
provinsi) semakin rendah dan demikian pula 
sebaiknya menurut Halim, (2002). Rasio 
kemandirian juga menggambarkan tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, 
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dan retribusi daerah akan 
menggambarkan tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang tinggi. Adapun perhitungan 
rasio kemandirian Kabupaten Sigi selama 5 
(lima) tahun yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 9. Rasio Kemandirian  Kabupaten 
Sigi Tahun 2010 s/d 2014 
Tahun PAD Dana Transfer Persentase Keterangan 
2010 10.067.260.077 380.869.989.557 3% Instruktif 
2011 10.259.652.914 551.462.655.231 2% Instruktif 
2012 11.582.482.885 564.064.104.005 2% Instruktif 
2013 13.796.501.660 650.179.056.854 2% Instruktif 
2014 23.589.608.190 731.440.554.036 3% Instruktif 
Sumber: LKPD Kabupaten Sigi TA 2010-2014, (Data 
Diolah) 
 
Tabel di atas adalah rasio kemandirian 
pada Kabupaten Sigi selama 5 (lima) tahun, 
pada tabel tersebut menunjukkan persentase 
kemandirian KabupatenSigi sangat kecil hanya 
sekitar 2-3% yang artinya instruktif jika 
digambarkan atau dikategorikan sangat rendah 
sekali  dan masih bersifat instruktif, artinya 
peran pemerintah pusat masih dominan dari 
kemandirian pemerintah daerah karena daerah 
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Sigi belum mampu sepenuhnya melaksanakan 
otonomi daerah secara finansial. Dominannya 
peran pemerintah tersebut dalam hal 
membantu perekonomian atau sistem roda 
pemerintah Kabuapten Sigi terkhusus untuk 
membayar gaji pegawai, belanja barang dan 
belanja pembangunan, sedangkan belanja 
honor dan kegiatan lain seperti alat tulis kantor 
dan kegiatan lain yang sifat urgen diawal 
pelaksanaan kegiatan perlahan dan dapat 
dibiayai dari pendapatan asli daerah 
Kabupaten Sigi. Peran Pemerintah pusat itu 
sebagai amanat dan upaya menjalankan 
penjelasan UU  Nomor 32 Tahun 2004 yaitu 
pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas 
yang berupa pemberian peluang kemudahan, 
bantuan, dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 
secara efesien dan efektif. 
Rendahnya rasio kemandirian daerah 
disebabkan juga bahwa daerah tersebut adalah 
daerah yang baru dimekarkan olehnya 
pemerintah Kabupaten Sigi tersebut masih 
berupaya meningkatkan dan menggali sumber 
pendapatan yang ada dengan bekerja sama dan 
memberikan pengetahuan sumber daya 
manusia melalui koordinasi dengan 
kementrian pusat dan daerah lainnya juga 
melakukan studi banding ke daerah lain dalam 
mendapatkan pengetahuan untuk 
mengembangkan daerah Kabupaten Sigi 
tersebut. Halim (2001:167) menyatakan bahwa 
ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan 
otonomi salah satunya yaitu kemampuan 
keuangan daerah artinya daerah harus 
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan, 
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri 
yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahannya. Perlahan-
lahan Kabupaten Sigi menunjukkan 
perkembangan kinerja yang positif salah 
satunya dengan adanya pendapatan asli 
daerahnya mulai meningkat, artinya berusaha 
untuk meningkatkan pendapatan tersebut tetapi 
belum mampu mengimbangi bantuan 
pemerintah pusat tersebut, olehnya tahun 2014 
menunjukkan hasil dimana ketergantungan 
tersebut dapat dikurangi sebesar 1%, tingkat 
parsipasi masyarakat dalam pembangunan 
daerah perlahan bisa dilihat dan dirasakan.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang telah di paparkan 
sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat di 
uraikan dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten 
Sigi secara positif menunjukan peningkatan 
cukup baik selama lima tahun anggaran 
berjalan dari tahun 2010-2014, bersamaan 
dengan hal itu juga Pendapatan daerah 
mengalami peningkatan tiap tahunnya, 
namun demikian bantuan pemerintah pusat 
belum sepenuhnya dapat dikurangi. 
2. Kinerja pengelolaan keuangan ditinjau dari 
segi: efektivitas dalam waktu 5 (lima) tahun 
dari 2010-2014 berdasarkan hasil 
perhitungan tersebut memberikan 
keterangan sangat efektif, artinya bahwa 
anggaran yang direncanakan sesuai dengan 
realisasi yang terjadi dalam pengelolaan 
keuangan daerah, dampak yang di hasilkan 
atau dicapai cukup baik dalam 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah 
serta pengelolaan keuangan belanja daerah 
dari pelaksanaan program dan kegiatan 
yang direncanakan di SKPD  pada 
Kabupaten Sigi selama tahun anggaran 
berjalan. 
3. Kinerja pengelolaan keuangan ditinjau dari 
segi aktivitas, menunjukkan bahwa rasio 
aktivitas untuk belanja langsung selama 
lima tahun  (2010-2014) terjadi fluktuasi, 
dimana persentase yang cukup tinggi pada 
tahun 2012 dengan belanja langsung 
fluktuasi tersebut memberikan 
perbandingan belanja langsung dan total 
APBD sebesar 82%. Sedangkan rasio 
aktivitas untuk belanja modal selama lima 
tahun terjadi penurunan yang signifikan, hal 
ini disebabkan karena belanja modal tidak 





seimbang pengeluarannya dengan APBD 
yang terjadi, olehn`ya persentase 
menunjukkan setiap tahun menurun. 
4. Kinerja keuangan ditinjau dari segi 
kemandirian nilai persentase rasio ini 
selama lima tahun dari 2010-2014 adalah 
2%-3% menunjukkan keterangan instruktif 
artinya daerah ini belum mampu 
melaksanakan otonomi daerahnya secara 
finansial, hal ini dikarenakan peran 
pemerintah pusat masih sangat dominan 
dari pada kemandirian pemerintah daerah 
dengan kata lain pemerintah daerah 
kabupaten Sigi masih sangat membutuhkan 
bantuan dana dari pemerintah pusat dalam 
membangun daerahnya sebab daerah ini 
masih pada tahap proses dan 
mengidentifikasi potensi  untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas yang 
telah di uraikan, adapun saran-saran yang 
diberikan peneliti yaitu sebagai berikut: 
1. Pengelolaan keuangan Kabupaten Sigi 
dalam hal penerimaan pendapatan daerah 
setidaknya perlu digali lagi potensi yang 
dimiliki Kabupaten Sigi seperti potensi 
pajak atau retribusi hiburan, dimana daerah 
ini memiliki potensi alam yang begitu besar 
seperti permandian air panas, potensi 
permandian air terjun, tempat paralayang 
yang belum maksimal pengelolaanya tetapi 
potensi untuk mendapatkan pendapatan 
daerah begitu besar, olehnya dibutuhkan 
peran pemerintah untuk mengajak investor 
untuk bergabung meningkatkan potensi 
daerah tersebut agar dapat mengurangi 
tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
kepada Pemerintah Pusat.  
2. Pengelolaan keuangan Kabupaten Sigi 
dalam hal penerimaan pendapatan daerah 
dari sektor perkebunan, pertanian dan 
ternak begitu besar, sebab kondisi alam dan 
struktur daerah yang hampir sebahagian 
pegunungan menunjukkan dapat dilakukan 
pengembangan perekonomian melalui 
sektor perkebunan dan pertanian, dimana 
sayur dan buah-buahan menjadi potensi 
untuk meningkatkan perekonomian 
tersebut. Dari hasil tersebut dapat 
memberikan manfaat dan memperbaiki 
kondisi ekonomi masyarakat, selain itu 
masyarakat dapat merasakan hidup yang 
layak sebagaimana standar hidup pada 
umumnya yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. 
3. Pengelolaan keuangan Kabupaten Sigi 
dalam hal belanja modal dapat ditingkatkan 
lagi, seperti membangun sarana dan 
parasarana baik untuk instansi pemerintah 
maupun masyarakat agar terjadi 
insfrastuktur yang baik, terjadi infrastruktur 
yang baik membawa dampak positif bagi 
daerah khsusunya peningkatan 
perekonomian seperti perbaikan jalan dan 
jembatan untuk akses masyarakat 
melaksanakan kegiatananya, perbaikan 
gedung untuk pelayanan masyarakat, dan 
pembangunan lain.   
4. Kabupaten Sigi kiranya dapat mengurangi 
ketergantungannya terhadap pemerintah 
pusat melalui mengkaji kembali pendapatan 
daerah yang mereka peroleh melalui potensi 
daerah, dimana daerah ini memiliki 
berbagai potensi sumber daya alam yang 
bisa dimanfaatkan masyarakat dan 
memberdayakan masyarakatnya menjadi 
masyarakat mandiri yang di didukung 
dengan kebijakan yang dituangkan dalam 
Peraturan Daerahnya agar  menjadi legalitas 
potensi kekuatan dan kinerja yang nyata 
bagi pemerintah terhadap pelayanan 
publiknya. 
5. Penelitian ini masih perlu dikembangan 
dengan melakukan analisis rasio-rasio yang 
lainnya dan terbatas dilakukan selama 5 
(lima) tahun di awal perkembangan Kinerja 
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